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ABSTRAK 

Desentralisasi fiskal menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan 

nasional. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, 

meluncurkan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) melalui Peraturan 

Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026. Implementasi program di wilayah 

kepulauan dengan keterbatasan aksesibilitas memunculkan dinamika tata kelola 

yang kompleks pada fase awal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis keterlambatan administratif, kontestasi aktor, dan proses hibridisasi 

kelembagaan antara birokrasi formal dan institusi adat setelah regulasi 

diberlakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kasus eksploratif-deskriptif yang dipadukan dengan etnografi kelembagaan. Lokasi 

penelitian dipilih secara purposif mewakili tiga tipologi aksesibilitas, yaitu kawasan 

perkotaan, pesisir semi-terisolasi, dan pedalaman terisolasi. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan analisis 

dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik refleksif dan 

pemetaan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan 

implementasi berbeda menurut karakteristik wilayah, meliputi tumpang tindih 

regulasi dan politisasi di kawasan perkotaan, kendala logistik dan penyusunan RAB 

digital di wilayah pesisir, serta keterbatasan jaringan komunikasi dan literasi 

keuangan di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik 

adaptif berupa penyusunan anggaran secara manual serta pelibatan guru dan tenaga 

kesehatan dalam administrasi pelaporan. Selain itu, ketegangan antara akuntabilitas 

birokrasi dan norma komunal adat diselesaikan melalui hibridisasi kelembagaan 

dengan mengintegrasikan klaster ekonomi berbasis marga dan peran kelembagaan 

adat ke dalam tata kelola formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan 

transisi tata kelola di daerah otonomi khusus bergantung pada kapasitas adaptif 

aktor lokal dan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi institusi adat tanpa 

mengabaikan prinsip akuntabilitas birokrasi. 

Kata kunci:  SAMISAKA, Perbup Kaimana No. 7 Tahun 2026, Bricolage, 

Hibridasi Kelembagaan, Tata Kelola Kampung, Siskeudes. 
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ABSTRACT 

Fiscal decentralization places villages as the main subjects of national development. 

In response, the Kaimana Regency Government, West Papua Province, launched 

the One Billion One Village Program (SAMISAKA) through Kaimana Regent 

Regulation Number 7 of 2026. Implementing the program in an archipelago area 

with limited accessibility has created complex governance dynamics in the early 

stages of execution. This study aims to analyze administrative delays, actor 

contests, and institutional hybridization processes between formal bureaucracy and 

customary institutions after the regulation was enacted. The research uses a 

qualitative approach with an exploratory-descriptive case study design combined 

with institutional ethnography. The research locations were selected purposively to 

represent three accessibility typologies: urban areas, semi-isolated coastal areas, 

and isolated inland areas. The data was collected through in-depth interviews, 

limited participatory observation, and document analysis, then analyzed using 

reflexive thematic analysis and institutional mapping. The study found that 

implementation barriers differed based on regional characteristics, including 

overlapping regulations and politicization in urban areas, logistical constraints and 

digital budget planning issues in coastal areas, and limited communication networks 

and financial literacy in inland areas. These conditions led to adaptive practices 

such as preparing budgets manually and involving teachers and health workers in 

report administration. Additionally, the tension between bureaucratic accountability 

and customary community norms was resolved through institutional hybridization 

by integrating clan-based economic clusters and the role of customary institutions 

into formal governance. This study concludes that the success of governance 

transitions in special autonomous regions depends on the adaptive capacity of local 

actors and the flexibility of policies in accommodating customary institutions 

without ignoring the principles of bureaucratic accountability. 

 

Keywords:  SAMISAKA, Kaimana Regent Regulation No. 7 of 2026, Bricolage, 

Institutional Hybridization, Village Governance, Siskeudes. 

 

1. PENDAHULUAN  

Kebijakan desentralisasi fiskal abad ke-21 bukan lagi sekadar pengalihan 

instrumen anggaran dari pusat ke daerah, tetapi telah bergeser ke arah radikalisasi 

otonomi akar rumput, yang menempatkan desa atau dusun sebagai pusat utama 

pembangunan nasional.(Meutia dkk., 2024)Di Indonesia, transformasi ini telah 

melahirkan paradigma baru di mana desa-desa tidak lagi sekadar objek 

administratif pasif yang menerima instruksi, melainkan subjek berdaulat yang 

menuntut kapasitas untuk tata kelola internal yang independen.(Liu, 2024)Ketika 

harapan publik bertabrakan dengan realitas keterbatasan infrastruktur dan kapasitas 
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birokrasi lokal, inovasi dalam kebijakan transfer fiskal tertentu menjadi medan 

pertempuran untuk legitimasi pemerintah daerah.(Rahmawan dkk., 

2025)Tantangan konseptual terbesar dalam studi administrasi publik saat ini 

bukanlah merumuskan regulasi makro yang ideal, melainkan bagaimana 

menavigasi kekacauan administratif, kesiapan kelembagaan, dan resistensi budaya 

di tingkat lokal ketika kebijakan senilai miliaran rupiah tiba-tiba disuntikkan 

langsung ke unit komunitas terkecil yang masih dalam fase transisi 

struktural.(Hartati & Hamka, 2025)      Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat 

menanggapi tantangan ini dengan meluncurkan terobosan kebijakan yang sangat 

progresif, yaitu Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA). Skema penguatan 

fiskal ini telah disahkan secara hukum dan formal melalui Peraturan Bupati 

Kaimana Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Satu Miliar 

Satu Desa. Sebagai kebijakan baru yang menyempurnakan skema transfer anggaran 

daerah, SAMISAKA tidak sekadar menduplikasi dana desa nasional tetapi 

dirancang secara asimetris berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 

7 Tahun 2026, yang mengalokasikan porsi: minimal 60% untuk pertumbuhan dan 

pengembangan ekonomi desa; maksimal 20% untuk honorarium dan biaya 

operasional Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKK) dan asistennya; dan maksimal 

20% untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga masyarakat, dan 

kegiatan tradisional, budaya, dan keagamaan. Desain asimetris resmi ini 

mencerminkan pengakuan hukum atas keunikan sosiologis Kaimana yang kaya 

akan nilai-nilai tradisional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen modern untuk 

mendorong kemandirian ekonomi.(Syawaludin & Wibowo, 2026)Namun, 

peluncuran program berskala besar di daerah dengan geografi kepulauan dan 

aksesibilitas yang menantang, seperti Kaimana, secara otomatis memicu 

gelombang dinamika baru dalam sistem birokrasi dan tata kelola desa.(Arifin, 

2024). 

Sebagai kebijakan yang baru saja diluncurkan (fase implementasi awal), 

SAMISAKA dihadapkan pada kenyataan adanya keterlambatan administratif atau 

keterbelakangan administratif di tingkat bawah.(Muhammad dkk., 2024)Pada fase 

krusial ini, dinamika yang muncul sangat kompleks, mulai dari menyesuaikan tata 

kelola dengan peraturan baru, menerapkan pengawasan intensif antara Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kaimana dan Pemerintah Daerah, hingga 

proses pemetaan potensi sebenarnya di setiap desa sesuai dengan koridor hukum 

yang berlaku. Ketegangan administratif ini diperumit oleh tuntutan tinggi akan 

akuntabilitas publik yang ketat, sementara struktur TPKK yang baru dibentuk 

berdasarkan Keputusan Kepala Desa masih meraba-raba mekanisme teknis dan 

pelaporan keuangan.(Junaedi, 2021)Akibatnya, fase awal ini dipenuhi dengan 

negosiasi formal dan informal antara aktor pemerintah, fasilitator program, dan 

otoritas adat di desa tersebut. 
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Urgensi penelitian ini berakar pada fenomena transisi tata kelola dari model 

tradisional ke model modern yang berbasis pada akuntabilitas kinerja.(Sisma & 

Adlhiyati, 2023)Keberadaan dana SAMISAKA menuntut agar pejabat desa segera 

mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti 

transparansi, partisipasi, dan daya tanggap. Realitas di lapangan menunjukkan 

kesenjangan yang lebar antara tuntutan birokrasi modern dan kapasitas aktual 

sumber daya manusia di tingkat desa.(Esmati dkk., 2024)Pemahaman yang terbatas 

tentang pengelolaan keuangan regional, ditambah dengan penyebaran informasi 

yang lambat karena kendala geografis, berpotensi menciptakan kerentanan 

administratif. Kecuali dinamika awal ini dipetakan dan dianalisis secara 

menyeluruh, program yang bermaksud baik ini berisiko terjebak dalam sekadar 

penyerapan anggaran tanpa dampak transformatif yang berkelanjutan bagi 

masyarakat.(Ramdhan & Kusumawati, 2026). 

Penelitian sebelumnya tentang dana desa umumnya berfokus pada evaluasi 

jangka panjang atau dampak makroekonomi setelah kebijakan tersebut 

diimplementasikan selama bertahun-tahun.(Asimah & Erliyana, 2025)Studi yang 

secara khusus meneliti anatomi konflik, adaptasi kelembagaan, dan negosiasi aktor 

selama fase awal atau beberapa bulan pertama peluncuran kebijakan fiskal regional 

di wilayah dengan karakteristik unik seperti Papua Barat masih jarang. Padahal, 

fase awal tersebut memberikan cetak biru untuk keberhasilan atau kegagalan 

program di masa depan.(Pramono dkk., 2024)Oleh karena itu, studi ini mengisi 

kesenjangan akademis ini dengan meneliti secara mendalam bagaimana mesin 

birokrasi lokal dan masyarakat adat di Kaimana menanggapi, mengadopsi, dan 

menegosiasikan peraturan baru Program SAMISAKA. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Studi konvensional tentang tata kelola lokal seringkali menempatkan 

desentralisasi fiskal sebagai instrumen administratif satu arah untuk 

mendistribusikan sumber daya dari atas ke bawah (distribusi dari atas ke 

bawah).(Djuminah & Wijayanto, 2022)Namun, dalam lanskap administrasi publik 

kontemporer, fenomena ini telah bergeser ke arah radikalisme fiskal berbasis 

komunitas. Teori ini berpendapat bahwa efektivitas transfer anggaran ke tingkat 

akar rumput ditentukan bukan oleh volume dana yang disalurkan, melainkan oleh 

tingkat fleksibilitas asimetris yang diberikan kepada lembaga-lembaga lokal untuk 

mengelola dana tersebut sesuai dengan tipologi sosial-budaya mereka.(Putra dkk., 

2024)Kebijakan alokasi asimetris yang membagi porsi anggaran untuk 

perekonomian, lembaga tradisional, dan operasi spesifik kini telah diakomodasi 

secara formal melalui peraturan lokal, menjadikannya bentuk pengakuan struktural 

atas kedaulatan komunitas yang terpinggirkan. Ketika otonomi fiskal diberikan 

secara massal kepada unit komunitas terkecil yang sedang mengalami fase transisi, 
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ruang ini menjadi arena kontestasi dinamis antara formalitas birokrasi modern dan 

tuntutan untuk pemulihan identitas lokal. 

Untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada bulan-bulan pertama 

peluncuran program makro di tingkat lokal, teori implementasi model linier klasik 

(seperti model Van Meter dan Van Horn atau Mazmanian dan Sabatier) tidak lagi 

memadai karena cenderung memandang proses implementasi sebagai kepatuhan 

kaku terhadap instruksi tertulis. Studi ini mengadopsi Teori Implementasi 

Kebijakan Dinamis, yang memandang fase awal suatu kebijakan sebagai proses 

adaptasi organik yang diwarnai dengan penundaan administratif dan negosiasi antar 

aktor.(Fajriani dkk., 2022)Dari perspektif ini, keberhasilan implementasi awal 

diukur dari bagaimana para pelaksana, fasilitator, dan struktur kelembagaan yang 

baru dibentuk (seperti Tim Manajemen Aktivitas) menggabungkan berbagai solusi 

dengan memanfaatkan sumber daya dan pemahaman yang terbatas untuk mengatasi 

hambatan teknis di lapangan. 

Fase awal ini ditandai dengan ketidakpastian regulasi yang tinggi, di mana 

kebijakan lokal dan pola komunikasi informal antar aktor seringkali mendominasi 

pergerakan program daripada pedoman teknis formal yang belum sepenuhnya 

dikembangkan.(Wati & Setiyawan, 2025)Penyuntikan dana publik dalam skala 

besar ke tingkat desa secara inheren memicu transisi tata kelola yang memaksa 

terjadinya benturan peradaban administratif. Di satu sisi, lembaga sosial desa 

terbiasa dengan model kepemimpinan karismatik-tradisional yang memprioritaskan 

konsensus komunal.(Abdullah dkk., 2025)Di sisi lain, kehadiran program fiskal 

baru menuntut penerapan segera prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

modern berdasarkan akuntabilitas performatif, transparansi algoritmik, dan 

pelaporan keuangan yang terstandarisasi. 

Konstruksi teoretis kapasitas kelembagaan dalam penelitian ini tidak dinilai 

semata-mata berdasarkan ketersediaan dokumen formal, melainkan berdasarkan 

kapasitas adaptif lembaga-lembaga lokal dalam menjembatani kesenjangan antara 

keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia dan kekakuan sistem hukum 

keuangan regional. Oleh karena itu, dinamika tata kelola desa pada fase awal ini 

pada dasarnya merupakan proses hibridisasi kelembagaan, di mana birokrasi 

modern dipaksa untuk bernegosiasi dan mengakar dalam struktur sosial-budaya 

lokal untuk mencegah kebijakan berujung pada kegagalan administratif.(Elisabeth 

dkk., 2020). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus 

Eksploratif-Deskriptif yang dikombinasikan dengan metode Etnografi 

Institusional. Desain ini diterapkan untuk menganalisis anatomi konflik, negosiasi 

aktor, keterlambatan administrasi, dan hibridisasi institusional antara birokrasi 
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modern dan struktur adat pada fase awal peluncuran Program SAMISAKA di 

Kabupaten Kaimana, Papua Barat.(Bogdan & Taylor, 1975)Lokasi penelitian 

dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan membagi lokasi desa menjadi 

tiga tipologi aksesibilitas, yaitu Lokasi Perkotaan yang Mudah Diakses (Distrik 

Kaimana) untuk menangkap tingkat persaingan aktor yang tinggi, Lokasi Pesisir 

Semi-Terpencil (Distrik Buruway/Teluk Arguni) yang bergantung pada jalur laut 

dan otoritas adat, dan Lokasi Pedalaman Terpencil (Distrik Teluk 

Duairi/Kambrauw) dengan kendala geografis yang ekstrem.(Fauzi dkk., 2023). 

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik Saturasi Teoritis 

(Pengambilan Sampel Teoritis) berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan yang 

terlibat langsung dalam program tersebut. Aktor-aktor ini dikelompokkan menjadi 

tiga tingkatan: Aktor Makro-Birokrasi (Anggota Kaimana DPRK, TAPD, dan 

DPMK), Aktor Meso (Koordinator Distrik dan Fasilitator/Asisten Distrik), dan 

Aktor Mikro di tingkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, 

TPKK, dan Dewan Adat). Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi tiga 

teknik utama, yaitu Wawancara Mendalam Berdasarkan Isu Kritis untuk 

mengeksplorasi narasi tersembunyi menggunakan pendekatan budaya lokal (baku 

dapa), Observasi Partisipatif Terbatas di ruang-ruang penting seperti Sidang Publik 

(RDP) dan musyawarah desa, dan Penelusuran Dokumen Arkeologis-Birokrasi 

untuk peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026, buku catatan fasilitator, dan 

dokumen laporan keuangan awal.(Rahayu dkk., 2025). 

Analisis data dilakukan menggunakan model Analisis Tematik Refleksif 

Braun & Clarke yang terintegrasi dengan metode Pemetaan Kelembagaan. 

Tahapannya meliputi identifikasi data melalui transkripsi verbatim, pengkodean 

awal (penundaan administratif, diskresi, dan bricolage), pencarian dan definisi tema 

yang selaras dengan Teori Implementasi Kebijakan Dinamis, dan pengembangan 

matriks aktor untuk memetakan alur kontestasi dan hibridisasi tata kelola pada 

bulan-bulan pertama program. Untuk memastikan validitas data (kepercayaan), 

studi ini menerapkan empat kriteria Lincoln dan Guba.(Hapsa & Beriansyah, 

2022)Kredibilitas melalui triangulasi sumber dan pengecekan anggota, 

Transferabilitas dengan menyajikan deskripsi mendalam (deskripsi tebal) yang 

terkait dengan konteks sosiologis Kaimana, Reliabilitas melalui jejak audit 

penelitian, dan Konfirmabilitas untuk menjaga objektivitas hasil melalui refleksi 

akademis yang ketat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peluncuran Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA) di Kabupaten 

Kaimana menandai babak baru dalam radikalisasi fiskal berbasis masyarakat di 

pinggiran Papua Barat. Sebagai kebijakan yang masih dalam tahap implementasi 

awal, dinamika lapangan menunjukkan bahwa transfer anggaran skala besar tidak 
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selalu menghasilkan tata kelola yang mapan. Sebaliknya, temuan lapangan 

mengkonfirmasi adanya penundaan administratif yang signifikan, di mana kesiapan 

regulasi makro dan tuntutan akuntabilitas performatif dari pemerintah pusat 

berbenturan tajam dengan kapasitas teknis yang terbatas dan kendala geografis 

yang ekstrem di Kaimana. Di tengah ketidakpastian administratif ini, proses 

implementasi tidak berjalan secara linier, tetapi secara organik melalui serangkaian 

improvisasi lokal dan tindakan diskresioner oleh pelaksana di tingkat akar rumput. 

Berdasarkan investigasi mendalam melalui etnografi institusional di tiga lokasi 

sampel (perkotaan, pesisir, dan pedalaman), ditemukan bahwa mesin birokrasi lokal 

dan masyarakat adat tidak menolak modernisasi tata kelola, tetapi malah terlibat 

dalam proses negosiasi yang intensif. Untuk memetakan bagaimana hambatan 

administratif ini diatasi melalui strategi adaptasi lokal, hambatan aktual dan praktik 

improvisasi yang terjadi pada bulan-bulan pertama peluncuran Program 

SAMISAKA dirangkum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1: Tipologi Keterlambatan Administratif dan Praktik Bricolage di Tiga 

Lokasi di Desa Kaimana 

No 

Tipologi 

Aksesibilitas & 

Contoh Desa 

Manifestasi 

Keterlambatan 

Administratif (Fase 

Awal) 

Praktik Bricolage / 

Kebijakan Lokal 

(Solusi Alternatif 

Sementara) 

1 

Lokasi yang 

Mudah Diakses 

di Kawasan 

Perkotaan 

(Distrik 

Kaimana) 

• Politisasi 

pembentukan TPKK 

karena kedekatannya 

dengan poros 

kekuasaan. 

 

• Terdapat tumpang 

tindih regulasi antara 

pedoman teknis 

SAMISAKA dan Dana 

Desa (DD) reguler. 

• Membagi peran 

secara informal antara 

TPKK dan pejabat 

desa senior. 

• Konsultasi intensif 

melalui grup 

WhatsApp langsung 

dengan TAPD/DPMK. 

2 

Lokasi Pesisir 

Semi-Terpencil 

(Distrik 

Buruway / 

Teluk Arguni) 

• Keterlambatan dalam 

pendistribusian 

dokumen Peraturan 

Bupati karena cuaca 

buruk dan kendala 

transportasi laut. 

• Fasilitator distrik 

melakukan sosialisasi 

lisan menggunakan 

draf kasar Peraturan 

Bupati. 

 

• Penyusunan 
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No 

Tipologi 

Aksesibilitas & 

Contoh Desa 

Manifestasi 

Keterlambatan 

Administratif (Fase 

Awal) 

Praktik Bricolage / 

Kebijakan Lokal 

(Solusi Alternatif 

Sementara) 

• Pejabat desa 

mengalami kesulitan 

dalam menyiapkan 

Rencana Anggaran 

(RAB) berbasis 

aplikasi digital. 

anggaran dilakukan 

secara manual di atas 

kertas, kemudian 

ditranskripsikan oleh 

fasilitator di ibu kota 

distrik. 

3 

Lokasi 

Terpencil di 

Pedalaman 

(Distrik 

Kambrauw) 

• Titik kosong total 

(tidak ada sinyal), 

menyebabkan 

pelaporan keuangan 

awal terhambat. 

 

• Rendahnya kapasitas 

literasi keuangan 

modern di TPKK yang 

baru dibentuk. 

• Kepala desa 

mempercayakan draf 

laporan fisik kepada 

pengemudi 

perahu/petani yang 

akan pergi ke kota 

Kaimana. 

 

• Menunjuk guru 

sekolah dasar desa 

atau petugas 

kesehatan sebagai 

asisten pelapor 

informal. 

  Sumber: Data Primer yang Diproses di Lapangan (2026) 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa 

keterlambatan administratif yang terjadi pada fase awal pelaksanaan Program 

SAMISAKA di Kabupaten Kaimana bukan hanya masalah keterlambatan teknis 

formal, melainkan konsekuensi logis dari benturan antara sistem administrasi 

modern yang kaku dan realitas geografis serta sosiologis yang ekstrem di wilayah 

tersebut. Manifestasi hambatan-hambatan ini sangat bervariasi di setiap tipologi 

wilayah; mulai dari intervensi politik lokal dan peraturan yang tumpang tindih di 

daerah perkotaan, hingga kendala transportasi logistik akibat cuaca buruk di daerah 

pesisir, hingga literasi keuangan yang terbatas dan masalah pemadaman jaringan 

komunikasi total (titik-titik kosong) di daerah pedalaman.(Sri dkk., 2024) 

Menghadapi kebuntuan struktural ini, para pelaksana di tingkat akar rumput 

telah menunjukkan bahwa mereka tidak secara pasif menunggu kepastian mengenai 
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pedoman operasional teknis, melainkan secara organik terlibat dalam praktik 

bricolage melalui optimalisasi kebijakan informal. Realitas di lapangan ini 

menunjukkan benturan yang jelas dengan koridor regulasi formal, di mana Pasal 24 

ayat (12) Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026 secara tegas 

menginstruksikan bahwa semua administrasi keuangan desa harus dilaporkan 

secara digital melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Namun, strategi bertahan 

hidup yang diwujudkan dalam pemanfaatan jaringan komunikasi digital pribadi di 

daerah perkotaan, penyederhanaan penyebaran informasi secara verbal, 

penganggaran manual di daerah pesisir, dan mobilisasi aktor sosial non-pemerintah 

(seperti guru dan petugas kesehatan) sebagai jembatan birokrasi darurat di daerah 

terpencil telah terbukti menjadi penyelamat untuk mencegah pelaksanaan program 

terhenti sepenuhnya karena kendala geografis. Dengan demikian, dinamika dalam 

tabel ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi tata kelola pada bulan-bulan 

pertama peluncuran kebijakan fiskal regional di daerah-daerah khusus sangat 

bergantung pada kapasitas adaptif dan kreativitas lokal para pelaku di lapangan 

dalam menjembatani kesenjangan antara tuntutan akuntabilitas performatif modern 

dan keterbatasan nyata di tingkat desa.(Susilowati & Pangestu, 2023). 

 

Tabel 2: Matriks Persaingan Aktor dan Resolusi Tata Kelola Hibrida dalam 

Musyawarah Awal SAMISAKA 

 

Arena 

Kontes 

Tuntutan 

Birokrasi 

Modern (Logika 

Akuntabilitas 

Performatif) 

Tuntutan Struktur 

Adat Kaimana 

(Logika 

Konsensus 

Komunal) 

Model Tata Kelola 

Bersama/Hibrida 

(Hasil Negosiasi 

Tahap Awal) 

Alokasi 

Stimulus 

Ekonomi 

(60%) 

Dana harus 

disalurkan ke 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(BUMN) resmi 

yang memiliki 

status hukum 

untuk usaha 

produktif yang 

terukur. 

Dana harus dibagi 

rata di antara 

setiap kepala 

keluarga (omah) 

atau klan besar 

sebagai bentuk 

keadilan distributif 

berdasarkan adat 

istiadat. 

Hibrida: Dana 

secara resmi 

dikelola oleh 

TPKK, tetapi jenis 

bisnis dibagi 

menjadi kelompok 

bisnis berdasarkan 

komoditas klan 

(misalnya, 

pengadaan es 

untuk nelayan dari 
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Arena 

Kontes 

Tuntutan 

Birokrasi 

Modern (Logika 

Akuntabilitas 

Performatif) 

Tuntutan Struktur 

Adat Kaimana 

(Logika 

Konsensus 

Komunal) 

Model Tata Kelola 

Bersama/Hibrida 

(Hasil Negosiasi 

Tahap Awal) 

klan A, pala untuk 

klan B). 

Penguatan 

Lembaga 

Sosial 

Budaya 

(20%) 

Insentif hanya 

diberikan 

kepada 

pengelola 

lembaga 

tradisional yang 

terdaftar secara 

administratif 

dalam 

Keputusan 

Bupati/DPMK. 

Kewenangan 

untuk menentukan 

tokoh-tokoh 

tradisional mana 

yang berhak 

menerima dana 

sepenuhnya berada 

di tangan Dewan 

Tradisional/Tetua 

Adat, bukan 

melalui dekrit. 

Sistem hibrida: 

DPMK 

mengeluarkan 

dekrit "payung" 

yang fleksibel, 

sementara 

penunjukan 

penerima insentif 

menggunakan 

sistem penunjukan 

langsung 

berdasarkan 

rekomendasi 

tertulis dari Dewan 

Adat setempat. 

Fasilitator 

Operasional 

(20%) 

Dana 

operasional 

digunakan 

secara ketat 

untuk 

mobilisasi, 

pemantauan, 

dan pembuatan 

laporan 

administratif 

formal 

berdasarkan 

penyerapan. 

Para fasilitator 

diharuskan untuk 

berkontribusi 

dalam pembiayaan 

ritual tradisional 

(baku dapa / buka 

sasi) sebelum 

program 

SAMISAKA 

dimulai secara 

fisik di desa. 

Hibridisasi: 

Mengalihkan 

penggunaan dana 

operasional 

informal untuk 

membiayai logistik 

konsumsi pada 

pertemuan 

komunal desa 

guna memperoleh 

legitimasi adat. 

Sumber: Data Primer yang Diproses di Lapangan (2026) 
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa fase 

awal pelaksanaan Program SAMISAKA di Kabupaten Kaimana menjadi arena 

persaingan mikro-politik yang sengit antara logika akuntabilitas performatif 

birokrasi modern dan logika konsensus komunal struktur adat setempat. 

Ketegangan ini muncul dari perbedaan paradigma mendasar dalam memandang 

fungsi dan pemanfaatan dana publik senilai miliaran rupiah di ketiga alokasi utama 

program tersebut.(Mambu dkk., 2024)Dalam aspek alokasi stimulus ekonomi 

sebesar 60%, terdapat benturan antara tuntutan legalitas formal dari manajemen 

bisnis terpusat dan tuntutan keadilan distributif untuk distribusi yang sama per 

kepala keluarga (omah) atau klan besar. Menghadapi fragmentasi kepentingan ini, 

solusi tidak dicari melalui pemberlakuan aturan kaku dari atas, tetapi melalui proses 

adaptif hibridisasi kelembagaan di tingkat akar rumput. Proses hibridisasi ini 

menciptakan titik temu di mana sistem hukum dan nilai melunak dan 

terintegrasi.(Mallarangeng dkk., 2024)Sesuai dengan batasan hukum, pengelolaan 

dana tetap berada di bawah kendali formal TPKK di bawah arahan Kepala Desa. 

Namun, operasionalisasi teknis program tersebut diakomodasi secara budaya 

dengan mengintegrasikan klaster usaha berbasis klan ke dalam pilihan komoditas 

lokal yang diakui oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, 

seperti pala, kelapa, sagu, dan sektor perikanan. Langkah-langkah untuk menunjuk 

tokoh-tokoh penerima insentif melalui rekomendasi tertulis dari Dewan Adat dan 

pengalihan dana operasional informal untuk logistik ritual standar dapat 

membuktikan bahwa modernisasi birokrasi dapat berakar tanpa harus mencabut 

identitas komunal masyarakat adat di Kabupaten Kaimana. 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan awal Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA) di 

Kabupaten Kaimana menyusul pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 

2026 menandai babak baru radikalisasi fiskal berbasis masyarakat di daerah 

terpencil Papua Barat. Sebagai kebijakan baru, peluncuran program ini menghadapi 

tantangan signifikan berupa keterlambatan administrasi. Fenomena ini dipicu oleh 

kesenjangan yang lebar antara tuntutan akuntabilitas birokrasi modern yang kaku, 

khususnya kewajiban pelaporan berbasis aplikasi Siskeudes sebagaimana diatur 

dalam Pasal 24 ayat (12) Peraturan Bupati, dan keterbatasan kapasitas teknis 

sumber daya manusia di tingkat desa, yang diperparah oleh kendala geografis 

ekstrem di Kaimana. Menghadapi kebuntuan struktural ini, para pelaksana di 

tingkat akar rumput terbukti mampu melakukan tindakan adaptif melalui praktik 

bricolage dan optimalisasi kebijakan lokal sebagai solusi alternatif sementara, 

mulai dari penganggaran manual di daerah pesisir hingga memobilisasi guru dan 

petugas kesehatan sebagai asisten pelaporan informal di daerah pedalaman 
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terpencil. Di luar kendala teknis, fase awal program ini juga memicu persaingan 

sengit antara logika akuntabilitas performatif birokrasi modern dan logika 

konsensus komunal struktur adat Kaimana mengenai prosedur pemanfaatan 

anggaran. Ketegangan ini berhasil diatasi melalui proses adaptif hibridisasi 

kelembagaan di tingkat akar rumput. Melalui model hibrida ini, pengelolaan dana 

tetap berada di bawah kendali formal peraturan pemerintah yang diterapkan oleh 

TPKK, tetapi operasionalisasi program diakomodasi secara budaya, misalnya 

dengan mengintegrasikan kelompok usaha berbasis klan ke dalam komoditas lokal 

yang diakui oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2026 (pala, kelapa, 

sagu, dan perikanan), dan mengadopsi sistem rekomendasi tertulis dari Dewan 

Adat. Pada akhirnya, transisi tata kelola di Kaimana ditentukan oleh fleksibilitas 

aktor lapangan dalam menjembatani modernisasi birokrasi tanpa mencabut 

identitas komunal masyarakat adat. 

 

5.2 SARAN 

Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (DPMK) disarankan untuk segera merumuskan Peraturan Teknis Mitigasi 

Daerah Khusus yang mengintegrasikan model tata kelola hibrida ke dalam koridor 

hukum formal Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026. Peraturan tambahan ini harus 

memberikan keringanan hukum yang melegalkan praktik bricolage transisi (seperti 

penganggaran manual dan pelaporan bantuan eksternal non-pemerintah) di daerah-

daerah yang masih minim aksesnya agar tidak melanggar peraturan digitalisasi 

Siskeudes dalam Pasal 24. Bersamaan dengan itu, mekanisme rekomendasi tertulis 

dari Dewan Adat perlu diresmikan ke dalam tahap verifikasi usulan tingkat 

kabupaten (Pasal 13-14) untuk mengakomodasi pembagian usaha komoditas klan 

sesuai dengan Pasal 6 ayat (3), yang didukung oleh program bantuan mobile intensif 

bagi struktur TPKK di daerah pesisir dan pedalaman sepanjang sisa masa jabatan 

mereka hingga tahun 2029. 
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